DAFTAR PUSTAKA

Buku:

Amiroeddin Sjarif. Perundang-Undangan Dasar, Jenis, dan Teknik Membuatnya.
(Jakarta: Rineka Cipta, 1997).

Armen Yasir. Hukum Perundang-undangan. (Lembaga Penelitian Unila, 2008).

Bagir Manan. Dasar-Dasar Perundang-Undangan Indonesia. (Jakarta: Ind-Hill-
Co, 1992).

Budiardjo, Miriam & Ambong, Ibrahim. Fungsi Legislatif dalam Sistem Politik
Indonesia. (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1995).

Dadang Kahmad, Metode Penelitian Agama, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2000).

Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. Kamus Besar Bahasa Indonesia.
(Jakarta: Balai Pustaka, 2007).

Dharma Setyawan Salam, Manajemen Pemerintahan Indonesia, (Jakarta,
Djambatan, 2004).

G. Setya Nugraha, R. Maulina f, Kamus Besar Bahasa Indonesia. (Surabaya:
Serbajaya, 2000).

Ghozali, Imam. Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS 25,
Edisi 9. (Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 2018).

HAW. Widjaja, Penyelenggaraan Otonomi di Indonesia dalam Rangka
Sosialisasi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah, (Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2013).

I Nyoman Sumaryadi. Efektivitas Implementasi Kebijakan Otonomi Daerah.
(Jakarta: CV Citra Utama, 2005).

Inu Kencana Syafiie. Pengantar Ilmu Pemerintahan. (Jakarta: Refika Aditama,
2010).

Janedjri M. Gaffar, Demokrasi dan pemilu di Indonesia, (Jakarta: Konstitusi
Press, 2013).

Kansil, C.S.T., Pemerintahan Daerah di Indonesia. (Jakarta: Sinar Grafika,
2014).

Maria Farida Indrati Soeprapto. llmu Perundang-Undangan, Dasar-Dasar dan
Pembentukannya. (Yogyakarta: Kanisius, 2006).

88



Mohammad Nazir, Metode Penelitian, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2003).

Ni’matul Huda. Teori & Pengujian Peraturan Perundang-Undangan. (Bandung:
Nusamedia, 2011).

Rahayu, Ani Sri. Pemerintahan Daerah. (Jakarta: Sinar Grafika, 2018).

Ranggawidjaja. Pengantar llmu Perundang-Undangan Indonesia. (Bandung:
Mandar Rosjidi, Maju, 1998).

Rozali Abdullah. Pelaksanaan Otonomi Luas Dengan Pemilihan Kepala Daerah
Secara Langsung. (Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada, 2005).

Setya Retnami. Makalah Sistem Pemerintahan Daerah di Indonesia. (Jakarta:
Kantor Menteri Negara Otonomi Daerah Republik Indonesia, 2001).

Siswanto Sunarno, Hukum Pemerintahan Daerah di Indonesia, (Jakarta: Sinar
Grafika, 2008).

Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif, Suatu
Tinjauan Singkat, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2011).

Soekanto, Soerjono. Penelitian Hukum Normatif, (Jakarta: PT Raja Grafindo
Persada, 2010).

Sudikno Mertokusumo, Mengenal Hukum, Suatu Pengantar, (Yogyakarta,
Liberty, 1999)

Suharsimi Arikunto. Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik. (Jakarta:
Rineka Cipta, 2006).

Surianingrat, Bayu. Organisasi Pemerintah Wilayah/Daerah. (Jakarta: Aksara
Baru, 1981).

Tatang M. Aminrin, Menyusun Rencana Penelitian, (Jakarta: PT. Raja Grafindo
Persada, 1995).

Umar Said Sugiarto. Pengantar Hukum Indonesia. (Jakarta: Sinar Grafika, 2013).

Yuliandri. Asas-asas Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Yang Baik.
(Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2011).

Sekretariat DPRD Kabupaten Kudus. Memori Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kabupaten Kudus. (2019)

89



Perundang-undangan:
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2019 Perubahan
Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-Undangan.

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 Tentang
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang
Pemerintah Daerah

Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kudus Nomor 1 Tahun
2018 Tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kudus

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2010 Tentang Tata
Tertib DPRD.

Jurnal/ Skripsi:

B. Barrul Fuad. DPRD Dalam Masa Transisi Menuju Demokrasi. Jurnal
Administrasi Negara: Vol. 1. No. 1 2000.

Bandiyah dkk, Analisis Kinerja Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2009-
2014 (Studi Kasus: Kabupaten Toli-Toli, Sulawesi Tengah), Jurnal FISIP
Universitas Udayana, (Bali: Universitas Udayana, 2014).

Cindy Ayu Prasasi, Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 5
Tahun 2014 tentang Penanganan Anak Jalanan, Gelandangan, dan
Pengemis, (Semarang: Skripsi Undip, 2016).

Marfian Rifki. Fungsi Legislasi Dewan Perwakilan Rakyat (DPRD) Kabupaten
Kudus. (Skripsi: llmu Hukum. Fakultas Hukum. Universitas Negeri
Semarang).

Nunik Nurhayati, Pelaksanaan Penyusunan Program Legislasi Daerah Kota
Surakarta untuk Menunjang Fungsi Legislasi Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah Kota Surakarta, Jurnal Universitas Sebelas Maret,
(Surakarta:Universitas Sebelas Maret, 2010)

Nuri Eviriyanti, Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Badan Kehormatan sebagai
Alat Kelengkapan DPRD dalam Menjaga Martabat dan Kehormatan
Anggota DPRD Berdasarkan Kode Etik DPRD (Studi Pada DPRD
Provinsi Jambi), Jurnal Konsitusi Volume 11 Nomor 1, (Jakarta: PKK-FH
UNDIP, 2011).

Retno Saraswati, Problematika Hukum Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011
Tentang Pembentukkan Peraturan Perundang-Undangan, Artikel Hukum

90



Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Semarang, Edisi 87, (Semarang:
Universitas Diponegoro, 2013.

Sunanda Haizel Fitri, DPRD Dalam penyelenggaran Pemerintah Daerah
Berdasrkan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014, Jurnal JOM Fakultas
Hukum, Vol. 1l Nomor 1, 2015.

Tiara Kusumawati, Tinjauan Yuridis Pembatasan Pemilikan Hak Atas Tanah Bagi
Warga Negara Indonesia Keturunan Tionghoa (Studi Kasus Terhadap
Instruksi Kepala Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor K.898/1/A1975),
(Semarang: Skripsi Undip, 2010).

Website:

https://www.kompasiana.com/adesuerani/54ff7fe8a33311b14b5103e8/proleqgda-
dan-permasalahannya#, diakses pada 27 Mei 2019.

91


https://www.kompasiana.com/adesuerani/54ff7fe8a33311b14b5103e8/prolegda-dan-permasalahannya
https://www.kompasiana.com/adesuerani/54ff7fe8a33311b14b5103e8/prolegda-dan-permasalahannya

